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ABSTRACT

This research aims to find out how the company PT XYZ in optimizing the tax burden to
reduce risks and avoid tax sanctions by using the Gross-Up method. This method makes the
company pay employee taxes, but the employee's net salary remains the same. The research
method used in this research is a qualitative descriptive method, namely by studying one case of
a company in KKP/KJA Enny Consulting in 2023. The data is analyzed to determine company and
employee tax savings after using the Gross-Up method. The results show that this method can
save employees taxes and increase their satisfaction. Companies can also manage tax burdens
better and according to regulations. This research concludes that the Gross-Up method can be a
solution for other companies who want to save PPh 21 taxes for employees and companies.
Keywords: tax planning; income tax article 21; gross up; tax burden efficiency

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui cara perusahaan PT XYZ dalam
mengoptimalkan beban pajak untuk mengurangi risiko dan menghindari sanksi pajak dengan
memakai metode Gross-Up. Metode ini membuat perusahaan membayar pajak karyawan,
namun gaji bersih karyawan tetap sama. Metode yang dipilih peniliti dalam penelitian ini ialah
metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mempelajari satu kasus perusahaan yang ada di
KKP/KJA Enny Consulting di tahun 2023. Data dianalisis untuk mengetahui penghematan
pajak perusahaan dan karyawan setelah menggunakan metode Gross-Up. Hasilnya
menunjukkan bahwa metode ini dapat menghemat pajak karyawan dan meningkatkan
kepuasan mereka. Perusahaan pun dapat mengelola beban pajak dengan lebih baik dan sesuai
aturan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Gross-Up dapat menjadi solusi bagi
perusahaan lain yang ingin menghemat pajak PPh 21 karyawan dan perusahaan.
Kata kunci: perencanaan pajak; PPh pasal 21; gross up; efisiensi beban pajak

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang signifikan salah satunya ialah pajak, yang
berkontribusi besar pada upaya untuk meningkatkan penerimaan negara (Rachman
& Widodo, 2023). Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara, dengan
kontribusinya sekitar 78% dari total APBN setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan
peran krusial pajak dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan dan
pembangunan nasional. Menurut (Ch Haryanto et al,, 2021) pajak ialah aspek penting
untuk meningkatkan kemakmuran negara, karena penghasilan atas perolehan pajak
yang bersumber dari masyarakat dalam membantu pengendalian pemerintah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) dan PMK 168/2023 membawa perubahan signifikan dalam
sistem perpajakan di Indonesia, termasuk dalam perhitungan PPh Pasal 21. Salah satu
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peralihan penting adalah terkait tarif PPh 21 yang bersifat progresif, di mana tarif
pajak meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan. Perubahan ini
mendorong perusahaan untuk mencari strategi yang efektif dalam mengelola beban
pajak PPh 21 karyawannya. Salah satu strategi yang dipertimbangkan ialah
menggunakan metode Gross Up.

Metode Gross Up adalah salah satu pendekatan yang bisa diaplikasikan dalam
perencanaan PPh 21. Metode ini melibatkan penambahan nilai pajak yang harus
dibayar oleh karyawan ke dalam penghasilan bruto mereka, sehingga pajak tersebut
pada akhirnya ditanggung oleh perusahaan. Melalui penerapan metode ini, karyawan
tetap menerima penghasilan bersih yang sama seperti sebelum pajak, sementara
perusahaan mengelola beban pajak secara lebih terstruktur dan efisien.

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan, termasuk PT XYZ, perlu
melakukan upaya untuk menghemat pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan
berkewajiban atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh)
Pasal 21 bagi para pegawainya, dengan menggunakan metode net. Oleh karena itu,
penelitian ini diangkat dari pembelajaran kasus pada PT XYZ di KKP/KJA Enny
Consulting dengan judul “Analisis Perencanaan PPh 21 dengan Metode Gross UP
sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak.”

TINJAUAN LITERATUR
Pajak

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang harus
dibayarkan oleh individu dan badan usaha kepada negara. Kewajiban ini memiliki
sifat memaksa dan diatur berdasarkan UU, tanpa imbalan langsung bagi pembayar
pajak. Anggaran pajak yang terkumpul dipakai untuk menanggung program serta
kegiatan pemerintah yang memiliki tujuan untuk ketentraman rakyat (Resmi, 2019).
Pada intinya, pajak ialah kontribusi penting dari masyarakat untuk membangun dan
memajukan bangsa demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Mardiasmo, 2019) Pajak penghasilan pasal 21 ialah kewajiban
perpajakan yang diberikan dari pendapatan WaPa, baik berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan yang mereka lakukan.

Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Ch Haryanto et al., 2021) Pemotong pajak ialah pihak yang wajib
memenuhi pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada WPOP.
Berikut merupakan pemotong PPh 21 yang tercatat dalam PER-16/PJ/2016:
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1. Pemberi kerja yang terdiri atas : (a) Badan pemerintah, baik pusat maupun daerah, (b)
Perusahaan swasta, termasuk perusahaan asing, (c¢) Orang pribadi yang menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas, (d) Bentuk usaha tetap (BUT), (e) Perwakilan organisasi
internasional yang tidak dibebaskan dari kewajiban pajak.

2. Bendahara atau Pemegang Kas Pemerintah : Bendahara pemerintah baik pusat
maupun daerah yang membayar gaji, upah, honorarium, atau pembayaran lainnya
kepada pegawai atau penyedia jasa.

3. Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional : Badan atau perwakilan organisasi
internasional yang membayar penghasilan kepada pegawai atau penyedia jasa di
Indonesia dan tidak memperoleh pembebasan dari kewajiban pajak sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Penyelenggara kegiatan : Pihak penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran
honorarium, hadiah, penghargaan, atau pembayaran lain yang bersifat tidak teratur

kepada WPOP dalam negeri.

Penerima pajak ialah WPOP yang menerima pendapatan dan menjadi subjek
dari pemotongan PPh Pasal 21. Penerima pajak memiliki hak dan kewajiban terkait
pemotongan pajak yang dikerjakan oleh pemotong pajak. WPOP yang menjadi
penerima pajak meliputi: Karyawan atau Pegawai, Pekerja lepas (Freelance), anggota
Dewan Komisaris dan Direksi, dan Penerima Penghasilan lainnya.

Tarif Pajak dan Proses Perhitungan PPh Pasal 21

Tarif pajak diaplikasikan pada PKP setelah memperhitungkan pengurang
pajak seperti PTKP. Tarif yang diaplikasikan untuk menghitung PPh Pasal 21
berdasarkan UU Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dan perubahannya dari UU PPh
N0.36/2008 dengan UU HPP No. 7/2021 berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Penghasilan Kena Pajak Tarif

Tarif (UU PPh 36/2008)  Pajak (UU HPP 7/2021) Pajak
Rp. 0 — Rp. 50 juta 5% Rp. 0 —Rp. 60 juta 5%

I
IT =Rp. 50 juta — 250 juta 15% =Rp. 60 juta — 250 juta 15%
I =Rp. 250 juta— 500 juta = 25% = =Rp. 250 juta — 500 juta 25%
v =Rp. 500 juta 30% =Rp. 500 juta — 5 miliar 30%
v =Rp. 5 mihar 35%
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)
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Kemudian skema perhitungan PPh 21 TER (Tarif Efektif Rata-Rata) menurut
PP 58/2023 terdapat 2 kategori, antara lain:

A. Tarif efektif bulanan

Tabel 2. TER Bulanan

Kategori Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
TER Kategori A a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TE./0) 54 juta
b. Tidak kawin dengan satu tanggungam | 3585 juta
(TK/1)
c. Kawin tanpa tanggungan (K./0) 58.5 juta
TER Kategori B a. Tidak kawin dengan dua tanggungan 63 juta
(TK/2)
b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan 675 juta
(TK/3)
c. Kawin dengan satu tanggungan (K1) 63 juta
d. Kawin dengan dua tanggungan (E/2) 67.5 juta
TER Kategori C Kawin dengan tiga tanggungan (K/3) 72 juta

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

B. Tarif efektif harian

Tabel 3. TER Harian
Jumlah Penghasilan Per

Hari
1. ==Rp 450000 0% x Penghasilan Bruto Harian
2. | =Rp. 450000 —Rp.2.500.000 | 0,5% x Penghasilan Bruto Harian

PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan
Pajak (DPP)
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pendapatan bersih WaPa dikurangkan dengan total PTKP merupakan
cara untuk menentukan PTKP-nya. Besaran PTKP tahunan sesuai Peraturan DJP 11
(PER-16/P]/2016) yaitu:
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Tabel 4. Tarif PTKP

PTKP Tarif
TK/0 Rp. 54.000.000
TK/1 Rp. 58.500.000
TK/2 Rp. 63.000.000
TK/3 Rp. 67.500.000
K/0 Rp. 58.500.000
K/1 Rp. 63.000.000
K/2 Rp. 67.500.000
K/3 Rp. 72.000.000

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Ningsih etal., 2023) pemotongan pajak yang dapat dipilih WaPa ada

3 metode, antara lain:

1. Metode yang hasil pendapatan terutangnya ditanggung oleh karyawan yaitu

Gross Method.

2. Metode yang pendapatan terutangnya dibiayai oleh perusahaan yang

berkaitan dikenal dengan Net Method.

3. Metode yang perusahaannya memberikan PPh Pasal 21 berupa tunjangan
yang dapat menaikkan pendapatan karyawan & dikenai PPh Pasal 21 disebut

juga dengan Gross Up Method.

Metode Gross Up

Metode gross up ialah metode perhitungan PPh Pasal 21 yaitu perusahaan
menanggung terlebih dahulu beban pajak karyawannya. Hal ini dilakukan dengan
cara menaikkan gaji bruto karyawan sebesar nominal pajak yang terutang. Menurut
(Anjarwati & Venny, 2021) metode Gross Up diserahkan dalam bentuk tunjangan dan
total tunjangan menambah penghasilan karyawan serta dikenai PPh 21. Berikut
merupakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 UU HPP, maka perhitungan gross up-nya

sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Gross Up

Lapisan

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Tunjangan

0-Bp 57.000.000

(PKP — 0)x 5/95 + 0

II

Rp 57.000.000 — Fp 218.500.000

(PKP - Rp 57.000.000) x
15/85 + Rp 3.000.000

III

Rp 218.500.000 — Rp
406.000.000

(PKP - Rp 218.500.000) x
25/75 + Rp 31.500.000

IV

Rp 406.000.000 — Rp
3.536.000.000

(PKP - Rp 406.000.000) x
30/70 + Rp 94.000.000

WV

=Rp 3.556.000.000

(PKP - Rp 3.556.000.000) x
35/65 + Rp 1.444.000.000

Sumber: Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
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METODE PENELITIAN
Metode yang dilakukan peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif. Disebut
deskriptif kualitatif dikarenakan penelitian ini mengumpulkan informasi dan bukti
dari berbagai hal. Setelah itu, peneliti akan mengkaji fakta dan bukti tersebut (Nurvan
etal, 2021). Penelitian kualitatif harus dilakukan di lapangan, bukan di laboratorium
karena bersifat fundamental dan naturalistik (Abdusammad, 2021). Pengumpulan
data merupakan suatu proses pencarian informasi yang dibutuhkan untuk menyusun
sebuah laporan. Pada penelitian ini, jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu:
1. Data Primeryang diperoleh peneliti dengan cara langsung dari objeknya. Data
Primer yang digunakan berasal langsung dari KKP/KJA Enny Consulting dan
PT XYZ.
2. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari
kumpulan buku perpajakan, artikel, jurnal, serta website yang ada di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Perincian PPh 21 dengan Metode Gross Up pada PT XYZ

Perusahaan menyerahkan tunjangan pegawai yang besarnya dihitung setara
jumlah PPh 21 yang terutang bagi setiap karyawan, bila dipotong pajak dengan teknik
gross up. Tunjangan yang diterima diperlakukan sebagai tambahan penghasilan
pegawai untuk keperluan PPh 21. Untuk menentukan jumlah PPh 21 yang harus
dibayar dengan penggunaan teknik gross up terdapat dua langkah, antara lain:
Tahap 1:

Langkah pertama ketika menghitung PPh 21 memakai metode gross up ialah
dengan menghitung PKP tanpa tunjangan pajak. Berikut merupakan perhitungan PPh
21 untuk pegawai PT XYZ menggunakan metode gross up:

Identitas Karyawan: Rahma (K/2)
Gambar 1. Tahap 1 Perhitungan PPh 21

Tahap 1

Gajt pokok setalum (12 x 10.000.000) 120.000.000
Tunjangan Hari Raya (THR) 11.000.000
JKK (0.24%) 288.000
JEM (0.30%) 360.000
BPJS (4.00%) 4.800.000
Jumlah Penghasilan Bruto 136.448.000
Pengurang :

Biaya jabatan (5% x 136.448.000) 6.000.000
TP (2.00%) 2.400.000
JHT (3.70%) 4.440.000
Jumlah pengurangan 12.840.000
Penghasilan netto setahun 123.608.000
PTKP (K12) 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) 56.108.000

Sumber: Data Diolah (2024)
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Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa PKP untuk pegawai atas nama
Rahma sejumlah Rp56.108.000. Perincian metode ini memakai tarif lapisan ke- I
karena nilai PKP kurang dari Rp 57 Juta.
Untuk mengetahui jumlah tunjangan pajak, maka rumusnya sebagai berikut:
Gambar 2. Perhitungan Tunjangan Pajak

Tunjangan Pajak = (PKP-0)x 5/95+0
= (Rp56.108.000-0)x5/95+0
2.953.053
= 246.088

Sumber: Data Diolah (2024)

Perhitungan atas perolehan tunjangan pajak Rahma dapat diketahui yaitu
sebesar Rp2.953.053 /tahun.

Tahap 2:

Selanjutnya di tahap ke-2 menambahkan bagian tunjangan pajak menjadi
bagian penghasilan wajib pajak. Perhitungan tersebut menunjukkan nilai PPh harus
setara dengan tunjangan pajak agar dapat dibiayakan (deductible).

Gambar 3. Tahap 2 Perhitungan PPh 21

Tahap 2

Gaji pokok setahun (12 x 10.000.000) 120.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21 (Gross Up) 2.953.053
Tunjangan Hari Raya (THR) 11.000.000
JKK (0.24%) 288.000
JEM (0.30%) 360.000
BPJS (4.00%) 4.500.000
TP (2.00%) 2.400.000
JHT (3.70%) 4.440.000
Jumlah Penghasilan Bruto 139.401.053
Pengurang :

Biaya jabatan 6.000.000
TP (2.00%) 2.400.000
JHT (3.70%) 4.440.000
Jumlah pengurang 12.840.000
Penghasilan netto setahun 126.561.053
PTKP (K/2) 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) 59.061.053
Tarif U HPP :

5% x 59.061.000 2.953.053
PPh Pasal 21 setahun 2.953.053
PPh Pasal 21 sebulan 246.088

Sumber: Data Diolah (2024)

Pada tahap ke -2 didapati PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar
Rp2.953.053. Hasil ini tampak bahwasannya penghasilan dari karyawan bertambah
karena adanya penambahan dari tunjangan pajak. Berikut merupakan rekapitulasi
perhitungan PPh 21 bagi seluruh PT XYZ:
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Gambar 4. Rekapitulasi PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up

Penghasilan Teratur
No| Nama (Satus Kategori| . Gaji | Tunjmgan | Premi JKK | Premi JKM | PremiKes | PremiJP | PremiJHT
! | Disetmkan | Pajk | ©24%) | ©30%) | (400%) | (.00%) | (3,70%)
1 Ramva | k2 | TERB | womoo| 1wooowo| 20033  2sseo|  3e000] 480000 24000] 24000
2 [BMA K1 | TERB | 10000000 120000000] 3636706] 285000  360000| 4800000 2400000] 440000
3 BavBaNG [ K3 [ TERC | osooow| 14000000 235143]  amew| w000 43e00m0] 2280000 4218000
4 |DIDIK 0| TERA | sooow|  osooooo0|” 233815 2o40|  2ssoo0| 3ss00m0] 19000 3352000
5 EERAWAN|TRO| TERA | eom000|  7moowooo| 10m365]  112800]  216000] 28%0000] 14000] 2664000
JUMLAH 43500000 | 522.000000 [ 12.331.591 | 1.252.800 | 1.366.000 | 20.880.000 | 10.440.000 [ 19.314.000
PPh21 PPh21

Penghasila Penghazil

THR . ™ | Bisyajsbatan "‘\_m} ™ pTEP PKP Terntang | Terutmng
B zetahun Sebulan
11000.000| 139.401.053 6.000.000 | 126561053 | 67500000  9.061053 2953053 |  246.088
11000.000 | 140.084.706 6.000.000 | 127.244706|  63.000000| 64244706 3.636.706 | 303.059
10000000 | 131527053 5.000.000 | 119029053 72000000|  47.029053 2331453 195954
9000000 111696215 5584811 | 100.639404 |  54000000| 46639404 2331970 14331
7000000 | 83.321365 4166068 | 75051297 4000000 21051297 1.052.565 g7.714
48.000000 | 606.030.391 | 27.750.879 | 548.525.512 | 310.500.000 | 238.025.512 | 12325746 | 1.027.146

Sumber: Data Diolah (2024)

Dalam penaksiran PPh Pasal 21 yang ditampilkan di atas didapati yaitu total
PPh 21 perusahaan memberikan tunjangan sebesar Rp12.331.591 setelah itu jumlah
tersebut dapat dibiayakan (deductible). Saat akhir tahun karyawan akan memperoleh
bupot dari PT XYZ untuk tanda bahwa pendapatan sudah terpotong PPh sekaligus
dibayarkan oleh PT XYZ. Bupot yang didapat karyawan wajib disetorkan saat
melaporkan ke kantor pajak pada akhir tahun.

Perincian PPh Pasal 21 dengan Metode Net

Dalam pemotongan pajak PPh 21 karyawan memakai metode Net, berarti
perusahaan menanggung kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Dengan metode
ini, penghasilan karyawan yang didapat tidak dipotong dengan PPh 21. Berikut
perhitungan metode net.
Nama Pegawai: Rahma. Status: K/2

24 | Volume 5 Nomor 1 2025



https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/visa/4506

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 5 No 1 (2025) 17-27 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467 /visa.v5i1.4506

Gambar 5. Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Net

Gaji pokok setahun (12 x 10.000.000) 120.000.000
Tunjangan Hari Raya (THR) 11.000.000
JKK (0.24%) 288.000
JEM (0,30%) 360.000
BPEJS (4.00%) 4_800.000
Jumlah Penghasilan Bruto 136.448.000
Pengurang :

Biaya jabatan (5% x 136.448.000) 6.000.000
JP (2.00%) 2 400000
THT (3,70%) 4.440.000
Jumlah pengurangan 12.840.000
Penghasilan netto setahun 123.608.000
PTKP (K/2) 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) 56.108.000
Tarif U7 HPP

5% x 56.108.000 2.805.400
PPh Pasal 21 setahun 2.805.400
PPh Pasal 21 sebulan 233.783

Sumber: Data Diolah (2024)

Perhitungan metode net di atas didapati bahwasannya perusahaan
menanggung PPh 21 setahun sejumlah Rp2.805.400. Karyawan tidak akan
mendapatkan pengurangan gaji dari biaya PPh 21. Berikut hitungan penghasilan
semua pegawai di PT XYZ dengan metode net yaitu sebagai berikut:

Gambar 6. Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Net

METODENET
Penghaslan Teraur et By | Pl | Phdl
No| Nama - [Statugfiategord i Gaji | Prem JKK| Premi JKM| PremiKes | PreniJP | Premi JHI| - THR l;rulo s | Vet MKP | PKP | Temtang |Temtang
" ikl (29) | 0309 | 0 | 09 | ) I il | S
[JRAHDA | KO | TERB | 10000000 | 20000000 | 288000 360000 | 4800000 | 2400000 | 4440000 | 11000000 | 13648000 | G000 | 1236080001 61300000 6108000 280540 | B33
DIBIMA | K[ TERB | 000000 | 12000000 208000 | 360000| 4800000| 240000 44000 L0000 | 13648000 600000 | 13600000 G000 | GGIBN0 | 363606 A0A0SY
3 [BAMBANG| K3 | TERC 9J00000 | 114000000 273600)  B4L000| 436000 | 2280000 4218000 000000 | 12973600 6000000 | 16660 TA0000 | META0| I380| 19615]
ADDK | TKOJTERA| S000000( S6000000] 04| 28000 | 340000 | 1920000 3352000 9000000 | 109350400] 5461900 SRAIGAR0| S000000| 44I6dd0) 2094|1807
§ [ERIAWAN| TKO| TERA| 600000 | 72000000 172800) 60| DSS0000| 144000 | 2664000 | OO0 | S8 1M MAOSLI0| 40000 | W51 | L3 834D
TOLAH AL300000 [ S22000000 | LISLS00 | 166000 | 20890000 1040000 | 1314000 | 4500000 93698800 | 2181360 | S36365.40 | 0300000 | 886440 | 119918 1403

Sumber: Data Diolah (2024)

Perbedaan PPh Pasal 21 Metode Gross Up dengan Net
Gambar 7. Perbandingan Perhitungan Metode Net dan Gross Up

No Nama Ferbandingan Selisih
Metode Net Metode Gross Up

1 RAHMA 2 805400 2953053 147 653

2 BIMA 3.636.706 3.636.706

3 BAMBANG 2233880 2351453 117573

4 DIDIK 2220924 2331970 111.046

5 HERTIAWAN 1.002.568 1.052.565 45997
Jumlah 11.899.478 12.325.746 426.268

Sumber: Data Diolah (2024)
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Dari data hitungan tersebut didapati bahwa perbedaan perhitungan net
dengan gross up nilainya lebih tinggi metode gross up yaitu sejumlah Rp426.268.
Setelah itu untuk mengetahui metode mana yang lebih efisien bagi perusahaan
maupun pegawainya disajikan pada tabel di bawah perincian hitungan terkait gaji
yang diterima bersih pegawai:

Gambar 8. Perbandingan Perhitungan Take Home Pay

Keterangan Metode Net Metode Gross Up
Gaji 522.000.000 522.0000.000
Tunjangan Hari Raya (THR) 48.000.000 48.000.000
Tunjangan Pajak - 12.325.455
Penghasilan Bruto Pegawai 593.698.800 606.030.391
PPh Pasal 21 - 12.325.455
Total Take Home Pay 593.698.800 593.704.936

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat THP metode gross up lebih besar
penerimaan penghasilannya dibanding metode net. Perhitungan menggunakan
metode gross up lebih membuat untung untuk para karyawan, karena gaji THP yang
didapat tidak dikurangkan dengan PPh 21. PPh 21 yang dibayarkan perusahaan atas
karyawannya tidak bisa dihitung sebagai pengurang penghasilan perusahaan.
Perusahaan wajib menyerahkan PPh Pasal 21 ini ke tabungan negara serta lapor ke
kantor pajak.

Pembahasan

Metode Gross Up ialah strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh
perusahaan untuk meringankan pegawai mereka menghemat PPh 21. Pada metode
ini, perusahaan memasukkan tunjangan pajak ke gaji bruto karyawan, sehingga
meningkatkan penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan PPh 21. Meskipun
metode gross up memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi beban pajak,
terdapat aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu perusahaan harus menanggung
tunjangan pajak yang diberikan kepada.

KESIMPULAN

Perencanaan PPh 21 dengan metode gross-up dapat menjadi strategi yang
efektif untuk meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan sekaligus
meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dalam perusahaan, metode ini
memungkinkan perusahaan untuk menanggung pajak penghasilan karyawan
sehingga karyawan menerima gaji bersih yang lebih tinggi, hal ini dapat
meningkatkan meningkatkan kepuasan, motivasi serta loyalitas dari karyawan.
Dengan menanggung pajak penghasilan karyawan, perusahaan dapat menjamin
bahwa kewajiban pajak dipenuhi dengan benar dan tepat waktu, menghindari risiko
denda dan sanksi dari otoritas pajak. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan
potensi pengurangan beban pajak melalui berbagai insentif perpajakan yang tersedia.
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